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BAB II 

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK MENURUT HUKUM 

PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF 

 

A. Pertanggungjawaban Pidana Anak Menurut Hukum Pidana Islam 

1. Pengertian Anak 

Yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang belum 

dewasa dan yang menjadi dewasa karena peraturan tertentu (mental, 

fisik masih belum dewasa).18 Sedangkan anak menurut bahasa adalah 

keturunan kedua sebagai hasil dari hubungan antara pria dan 

wanita.19 

Sedangkan yang dimaksud baligh adalah anak yang sudah 

sempurna keahliannya (akalnya), sehingga ia menanggung 

kewajiban secara penuh dan mempunyai hak yang sempurna, 

terkecuali ada hal-hal yang menghalangi keahliannya menjadikannya 

ia tidak cakap bertindak dalam hukum.20  

Dalam suatu Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhori 

dalam kitabnya “Matan Bukhor”, disebutkan bahwa seorang sahabat 

nabi yang Ibnu Umar, yang berkeinginan untuk memajukan diri pada 

peperangan uhud. Ketika umurnya baru 14 tahun Nabi tidak 

menerimanya. 

 

                                                 
18

 Attabik Ali & A. Zuhdi Muhdlor, Kamus Kontemporer Arab Indonesia, (Jogjakarta: Multi 

Karya Grafika, 2003), 3029 
19

Sajuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, (Jakarta: Universitas Indonesia UI Press 1986), 

132 
20

 Khudlori Beik,Ushul Fiqh, Al-Maktabah Al-Tijariah Al-Kubra, Mesir, cet. 8, hal. 177 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

24 

   Sesuai dengan hadist: 
 

ٍِِ ٍِِِعَ رَ،ِابْ ًَ لُِِضَُيِِعَرَِ:ِِلبَلَِِعُ ْٕ ِِِّاللهِرَضُ ِفيِِِْأحُُذِِِيَٕوَِِىَِضَه َِِِِٔعَهيَْ

أََبَِانمتِبَلِ، ٍَُِِٔ عَرََِِيِ،ِيجُْسِِِفهَىَِِْضَُتَ ِِععَشَرَةُِِابْ وَِِضَُئَِِِْ ْٕ ُْذَقِ،ِيَ ِانخَ

أََبَ ٍَُِِٔ صَِِابْ ًْ ِِجَبزََيِِفأََِِضََُتُِِعَشَرَةُِِخَ

ِ
Artinya: "Diriwayatkan dari Ibnu Umar : Rasulullah SAW 

memeriksaku ketika perang Uhud ketika itu aku empat belas tahun, 

maka beliau tidak mengizinkan aku untuk ikut perang, kemudian 

ketika perang Khandaq aku diperiksa oleh Nabi SAW dan aku telah 

berusia lima belas tahun, maka ia membolehkanku"21(HR.Bukhori) 

 

Para ulama’ berbeda pendapat dalam menentukan batas-

batas baligh. Berikut adalah pendapat dari sebagian para ulama’ 

madzhab :  

a. Menurut ulama’ Hanafiyah, batas baligh bagi laki-laki adalah 

ihtilam (mimpi keluar mani) dan menghamili perempuan. 

Sedangkan untuk perempuan ditandai dengan haid dan hamil. 

Apabila tidak dijumpai tanda-tanda tersebut, maka balighnya 

diketahui dengan umurnya. Menurutnya umur baligh bagi laki-

laki adalah 18 tahun dan bagi perempuan 17 tahun. 

b. Menurut ulama’ Malikiyah, batas baligh bagi laki-laki adalah 

keluar mani secara mutlak, baik dalam keadaan terjaga maupun 

dalam mimpi. Dan bagi perempuan adalah haid dan hamil. 

c. Menurut ulama’ Syafi’iyyah, batasan baligh bagi laki-laki 

maupun perempuan dengan sempurnanya usia 15 tahun dan 

keluar mani, apabila kaluar mani sebelum usia itu maka mani 

                                                 
21

 Al-Hafidzh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Terjemah Lengkap Bulughul Maram, (Jakarta: Akbar, 

2009), 529 
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yang keluar itu adalah penyakit bukan dari baligh, maka tidak 

dianggap baligh. Dan haidh bagi perempuan dimungkinkan 

mencapai umur 9 tahun. 

d. Menurut ulama’ Hanabilah, batas baligh bagi laki-laki maupun 

perempuan ada tiga hal yaitu : 

1) Keluar mani dalam keadaan terjaga ataupun belum mimpi, 

dengan bersetubuh dsb. 

2) Mencapai usia genap 15 tahun. 

3) Bagi perempuan ditambahkan adanya tanda haidh dan hamil. 

Dan bagi banci (khuntsa) diberi batasan usia 15 tahun.
22

 

Definisi tersebut menunjukkan suatu batas usia tertentu 

yang dibedakan dalam batas usia ke bawah dan batas usia ke atas. 

Perbedaan batas usia ini tergantung dari sudut mana dilihat dan 

ditafsirkan. 

Dalam Al-qur'an sering disebut dengan ِٔنذ  dan ِألاد . kata 

 :dapat dilihat dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 11 (anak)  ٔنذ

نذَُِِ...... ٌَِِنَُّ،َِٔ ٌِِْكبَ بَِِترََنَِِإِ ًّ ذُشُِِيِ بِانطُّ ًَ ُُْٓ لاَضِنكُِمِ ِحِذدِ َِِِٔيِ َِٔ

ِِّ يْ َٕ ِ.........بَ

ِ
Artinya: ......"Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi 

masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika 

orang yang meninggal itu mempunyai anak...."23 (An-Nisa' :11) 

 

                                                 
22

 Abdurrahman Al-Jaziri, Al-Figh Ala Mazahib Al- Arbaah, Al-Maktabah Al-Tijariyah Al-Kubra, 

Beirut, 1972, hal. 350-352 
23

Departemen Agama RI, Mushaf Al Qur’an Terjemah, (Jakarta: Al-Huda), 149. 
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Dan kata ِألاد  (anak-anak) merupakan jamak dari ِٔنذ

(anak) dapat juga dilihat dalam al-Qur'an surat Al-An'am ayat 151: 

اِلمُِْ ْٕ وَِِيَبِأتَْمُِِتعََبنَ ِِِّتشُْرِكُٕاِألَاِعَهيَْكُىِِْرَبُّكُىِِْحَر  ٍِِِشَيْئ بِبِ انذَِيْ َٕ ببِنْ َِٔ

لاِإحِْطَبَ ب لاِتمَْتهُُٕأَِ ْٔ ٍِِْدَكُىِْأَ ٍُِِإيِْلاقِ ِيِ إيِ بْىَُِِْرَْزُلكُُىَِِْحَْ لأَِ ِتمَْرَبُٕأَِ

احِشَِ َٕ ُْٓبَِظَٓرََِِيَبِانْفَ يَبِيِ ٍََِِٔ لاِبطََ وَِِان تيِِانُ فْصَِِتمَْتهُُٕأَِ ُِِحَر  ِإلِاِالله 
بكُىِِْرَنكُِىِِْببِنْحَكِ  ص  َِِِّٔ ٌَِِنعََه كُىِِْبِ ِتعَْمهُِٕ

ِ
Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan 

atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu: janganlah kamu mempersekutukan 

sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, 

dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut 

kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada 

mereka; dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang 

keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan 

janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah 

(membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". 

Demikian itu yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu supaya 

kamu memahami (nya). (Al-an'am:151)24 

Dari definisi diatas, dapat dipahami bahwa anak adalah 

manusia yang dilahirkan dari seorang wanita sebagai hasil hubungan 

antara seorang wanita dan seorang laki-laki semenjak ia dilahirkan 

sampai ia mengalami masa baligh. 

Anak dibawah umur dimulai sejak usia 7 tahun hingga 

mencapai kedewasaan (baligh), dan fuqaha' membatasinya dengan 

usia 15 tahun, yaitu masa kemampuan berfikir lemah (tamyiz yang 

belum baligh). Jika seorang anak telah mencapai usia tersebut, maka  

dianggap dewasa meskipun ia belum dewasa dalam arti yang 

sebenarnya.25 

                                                 
24

 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 149 
25

Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, cetakan IV, 1990), 370 
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Islam mendefinisikan anak adalah mereka yang belum 

mencapai masa baligh.26  Prof. Dr. Hj.Huzaemah T.Yanggo, MA 

dalam bukunya Fiqih Anak, mengatakan bahwa al-bulugh adalah 

habisnya masa kanak-kanak.  Pada laki-laki, baligh ditandai dengan 

bermimpi (al-ihtilam), dan perempuan ditandai dengan haid.27  

Rasulullah saw bersabda : 

ٍِِْلهَىَُِِرُفعَِِ ِِثلَاثَتََِِعَ :ٍِِ ٍَِِِِِٔيطَْتيَْمعَِ،ِحَت يِانُ بئىِِِِعَ بيِِ ِعَ ِحَت يِانص 

ٍِِِيحُْتهَىَِ، عَ ٌَِِِٔ ْٕ جُُْ ًَ ِ(عبئشتِعٍِاحًذِرٔاِ)ِيَفكَِِِحَت يِان

ِ
“Pena pencatat amal itu diangkat dari tiga : dari orang 

yang tidur sampai ia bangun, dari anak kecil sampai ia dewasa 

(yahtalima), dan dari orang gila sampai ia sadar".28 (HR. Ahmad dan 

Aisyah). 

Kata yahtalima adalah orang yang sudah bermimpi (al-

ihtilam). Maka dipahami bahwa anak yang sudah baligh telah 

menerima beban taklif, yaitu menjalankan hukum syara’, dan dihisab 

sebagai implikasi dari pembebanan tersebut.  Ini berarti pada saat 

baligh, anak dianggap telah dewasa dan dapat diperlakukan sebagai 

manusia dewasa di hadapan hukum. 

Dengan pemahaman dewasa adalah saat baligh, anak 

harus dipersiapkan sedemikian rupa hingga ia siap untuk menjadi 

manusia dewasa yang sanggup bertanggungjawab atas perbuatannya 

saat baligh.  Ini berbeda dengan pandangan yang ada saat ini yang 

menganggap anak dewasa bila sudah menginjak usia 18 tahun.  

                                                 
26

 Amir Syarifuddin, Garis – Garis Besar Fiqh (Jakarta: Kencana, 2003), 96 
27

 Ali Zainuddin, Hukum Pidana Islam, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), 120 
28

 Jalal Ad-Din As-Sayuthi, Al Jami’ Ash-Shaghir, Juz II, Dar Al Fikr, tanpa tahun, hlm. 24. 
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28 

Pandangan ini membuat kontradiksi pada diri anak.  Di satu sisi saat 

ia baligh, hormon-hormon dan alat reproduksinya sudah matang, 

sehingga secara biologis ia dewasa, namun di sisi lain ia tetap 

diperlakukan seperti anak-anak dan tidak mendapat pembekalan 

bagaimana bertanggungjawab dengan kondisi balighnya tersebut.  

Akibatnya secara akal pikiran, ia masih jauh dari matang.  Kondisi 

ini membuat anak cenderung mudah terjerumus dalam dunia 

kejahatan.29 

Dalam suatu peraturan hukum pidana baik yang memuat 

larangan melakukan maupun perintah untuk melakukan sudah 

semestinya disertai dengan adanya sanksi atau hukuman supaya 

bentuk larangan maupun perintah itu diakui oleh segenap anggota 

masyarakat yang bersangkutan. Kemudian bagaimana cara 

menghukum pelanggar aturan itu tentunya memerlukan aturan lebih 

lanjut yang merupakan bagian dari suatu sistem hukuman.30 

Sanksi atau hukuman dalam hukum pidana Islam disebut 

‘īqāb (bentuk singularnya sedangkan bentuk pluralnya adalah 

‘uqūbah yang memiliki arti siksaan atau balasan terhadap kejahatan. 

                                                 
29

 Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam (Jakarta: Bulan Bintang, cetakan IV, 1990), 67 
30

 Fuad M, Fachruddin, Masalah Anak dalam Hukum Islam (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1991), 

24 
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29 

Abdul al-Qadir Audah memberikan definisi hukuman 

sebagai pembalasan atas pelanggaran perintah syara’ yang 

ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat.31 

Sedangkan menurut Abu Zahrah, hukuman merupakan 

siksaan bagi si pelaku kejahatan sebagai balasan baginya dan 

hukuman itu merupakan suatu ketetapan syara’ di dalam 

menghilangkan mafsadah, dan menghilangkan mafsadah itu sendiri 

merupakan kemaslahatan.32 

Senada dengan yang dikemukakan oleh Abd. al-Qadir 

Audah tersebut, Ahmad Fathi Bahansi mengemukakan tentang 

hukuman adalah bahwa hukuman juga merupakan bagian ketetapan 

dari syar’i sebagai upaya pencegahan terhadap dilakukannya 

pelanggaran-pelanggaran baik yang berupa melakukan perbuatan 

yang dilarang maupun melakukan suatu perintah dari syar’i itu, yang 

dengan upaya pencegahan itu seorang pelaku tindak pidana tidak 

lagi melakukan pelanggaran itu atau perbuatan-perbuatan yang pada 

intinya melanggar aturan. Dalam hal ini hukuman itu lebih bersifat 

prevensi (pencegahan) khusus yaitu bagi pelaku tindak pidana. 

Berbeda dengan pemaparan Abd. al-Qadir Audah yang lebih bersifat 

                                                 
31

Abdul Qadir Audah, Enslikopedi Hukum Pidana Islam, BK. III, Terj. Indonesia (Bogor: 

Kharisma Ilmu, 2008),177 
32

 Amir Syarifuddin, Garis- Garis Besar Fiqh (Jakarta: Kencana, 2003), 258 
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30 

prevensi umum atau dengan mempertimbangkan kepentingan 

masyarakat.33 

 

2. Kriteria Anak di Bawah Umur Menurut Hukum Pidana Islam 

Hukum pidana Islam telah memberi batasan seorang 

mukallaf dimana apabila manusia dianggap baligh (dewasa) bisa 

dikenai pertanggungjawaban pidana. Periode baligh adalah masa 

kedewasaan hidup seseorang, tanda-tanda mulai dewasa apabila 

telah mengeluarkan air sperma dalam mimpi dan mengeluarkan 

darah haid bagi wanita dan ditandai dengan tumbuhnya  rambut 

disekitar kemaluan. Berdasarkan kesepakatan para ulama, manusia 

dianggap baligh (dewasa) apabila mereka telah mencapai usia 15 

tahun. 

Pendapat ulama mazhab tentang baligh terdapat perbedaan 

fatwa tentang batasan pertanggungjawaban hukum. Pertama, mazhab 

Syafi’i  menyebutkan bahwa kriteria baligh untuk laki-laki dan 

perempuan 15 tahun. Kedua, mazhab maliki menyebutkan bahwa 

kriteria baligh untuk laki-laki dan perempuan 18 tahun. Ketiga, 

mazhab Hanafi menyebutkan bahwa kriteria baligh untuk laki-laki 

18 tahun dan perempuan 17 tahun. Keempat, mazhab Hanbali 

kriteria baligh sama dengan Syafi’iyah. Dengan demikian pandangan 

hukum pidana Islam terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anak-

                                                 
33

 Ali, Zainuddin , Hukum Pidana Islam (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), 59 
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anak bahwa kondisi di bawah umur merupakan sebab hapusnya 

hukuman sehingga tidak bisa dibebani pertanggungjawaban pidana.34 

Pada masa ini seorang anak tidak dikenakan 

pertanggungjawaban pidana atas jarimah yang diperbuatnya, akan 

tetapi ia bisa dikenai pengajaran dan pertanggungjawaban perdata. 

Pengajaran ini walaupun berupa hukuman, tetapi tetap sebagai 

hukuman pengajaran, bukan sebagai hukumsn pidana. Oleh karena 

itu, jika anak tersebut berkali-kali melakukan jarimah dan berkali-

kali dijatuhi pengajaran, ia tidak dianggap sebagai pengulangan 

kejahatan (recidivist). 

Selain dasar tersebut diatas, para fuqaha berpendapat 

bahwa sesungguhnya akal merupakan dasar tanggung jawab. Dengan 

akal ditegakkannya semua hukum dan hanya dengan mimpilah 

dijadikan batas baligh seseorang secara syari'at (hukum Islam), 

karena mimpi adalah petunjuk adanya kesempurnaan akal dan mimpi  

itu pasti terjadi paling lambat pada anak umur 15 tahun. Jika seorang 

anak tidak mimpi pada saat usianya sudah mencapai 15 tahun, maka 

itu merupakan penyakit dan penyakit tidak menyebabkan akal 

menjadi sakit. Sehingga anak yang dianggap baligh sudah dikenakan 

kewajiban hukum. 

Menurut syari'at Islam pertanggungjawaban pidana 

didasarkan atas dua perkara, yaitu kekuatan berpikir dan pilihan. 

                                                 
34

Ali, Zainuddin , Hukum Pidana Islam (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), 56 
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Oleh karena itu, perbuatan jarimah yang dilakukan anak di bawah 

usia 7 tahun tidak dijatuhi hukuman, baik sebagai hukuman pidana 

atau sebagai pengajaran. Akan tetapi dikenakan pertanggungjawaban 

perdata, yang dibebankan atas harta milik pribadi, yakni ganti rugi 

terhadap harta atau lain.
35

 

Berdasarkan hadist berikut : 

ٍِِْلهَىَُِِرُفعَِِ ِِثلَاثَتََِِعَ :ٍِِ ٍَِِِِِٔيطَْتيَْمعَِ،ِحَت يِانُ بئىِِِِعَ بيِِ ِعَ ِحَت يِانص 

ٍِِِيحُْتهَىَِ، عَ ٌَِِِٔ ْٕ جُُْ ًَ ِ(عبئشتِعٍِاحًذِرٔاِ)ِيَفكَِِِحَت يِان

ِ
Artinya: "Diriwayatkan dari Ali, bahwa Nabi SAW bersabda: 

tidaklah dicatat dari tiga hal: dari orang yang tidur hingga dia 

bangun, dari anak-anak hingga dia baligh dan dari orang gila hingga 

waras.36 (H.R Ahmad dan Aisyah). 

 

Imam Abu hanifah membatasi kedewasaan atau baligh pada 

usia 18 tahun, dan menurut satu riwayat 19 tahun, begitu pula 

pendapat yang terkenal dalam madzhab Maliki. 

Masa tamyiz dimulai sejak seorang anak mencapai usia 

kecerdikan atau setelah mencapai usia 15 tahun atau telah 

menunjukkan baligh alami. Baligh alami adalah nampak adanya sifat 

kelaki-lakian dan sifat kewanitaan yang berarti munculnya fungsi 

kelamin, hal ini menunjukkan bahwa anak memasuki masa laki-laki 

dan wanita sempurna. 

 

                                                 
35

Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) , 142. 
36

 Jalal Ad-Din As-Sayuthi, Al Jami’ Ash-Shaghir, Juz II, Dar Al Fikr, tanpa tahun, hlm. 24. 

Sebagaimana dikutip dalam Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam,  hlm. 151  
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3. Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Hukum Pidana Islam 

Dalam lapangan hukum pidana, anak dibawah umur tidak 

bisa dipersamakan dalam hukum dengan orang yang sudah mukallaf, 

karena ada hal-hal tertentu yang tidak dimiliki oleh anak dibawah 

umur. 

Bagi anak yang belum tamyiz, bila ia melakukan jarimah, 

maka ia tidak dijatuhi hukuman baik sebagai hukuman pidana atau 

sebagai pengajaran. Ia dibebaskan secara murni dari sanksi 

hukuman, karena ia belum mempunyai kesadaran berfikir yang 

sempurna, belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang 

buruk. 

Abu Zahrah berpendapat bahwa anak dibawah umur baik 

yang belum tamyiz maupun sudah tamyiz diserupakan hukumanya 

dengan hukum orang gila apabila ia melakukan perbuatan jelek 

(melanggar hukum pidana) sehingga bila anak tersebut membunuh 

seseorang kerabatnya dengan sengaja maupun tidak sengaja maka 

anak tersebut tidak diharamkan unutk mengambil pusakanya, karena 

perbuatannya tadi tidak dihalalkan untuk dipidana. Dan karena 

pembunuhan yang bisa menyebabkan terhalangnya hak waris adalah 

pembunuhan yang bisa dipidana. Padahal anak yang dibawah umur 

belum berhak dipidana.37 

                                                 
37

 Muh. Abu Zahrah, Ushul Fiqh, Dar Al-Fikr, Beirut, t.th. 481 
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Anak dibawah umur yang belum mumayyiz dengan 

dihukum ta’zir sebagai hukumnya, akan tetapi dilihat dari 

pengajarannya dan sebagai preventif agar tidak mengulangi 

perbuatannya lagi. 

Abdul Qadir Audah lebih jauh mengatakan, bahwa anak 

yang belum mumayyiz melakukan jarimah hukumannya adalah 

murni hukuman. pengajaran bukan merupakan hukuman jinayat, 

karena anak yang belum mumayyiz belum memenuhi syarat untuk 

dihukum. 

Sesuai dengan hadist Nabi saw: 

لُِِلبَلَِ ْٕ ُِِصَه يِااّللهِِِرَضُ ِِِّالله  ضَه ىَِِعَهيَْ ًُٕا:َِِٔ بيُِِِّعَه  ٍُِِانصّلاةَُِِانص  ِضَبْعَِِابْ

ٍَِ ُِِِضُِيِْ ْٕ ٍُِِعَهيَْٓبَِِٔانضْرِبُ ِعَشْرَةَِِابْ

 

Artinya : Ajarilah anak-anakmu sholat ketika sudah 

berumur tujuh (7) tahun dan pukullah dia apabila tidak melakukan 

sholat pada umur sepuluh tahun38. 

 

Dari hadits tersebut dapat diambil pengertian bahwa bila 

anak sudah tamyiz (berumur 7 tahun) maka hendaklah disuruh untuk 

menjalankan perintah Allah, akan tetapi pekerjaan-pekerjaan 

tersebut belum diberatkan atas dirinya. Maka jika ia shalat, tidak 

harus menyesuaikan shalatnya. 

Andaikan ia rusakkan,ia tidak diwajibkan mengulanginya. 

Kemudian bila ia telah samapai usia 10 tahun maka jika ia tidak mau 

                                                 
38

 Sunan Turmudzi,Jami’ Ash-Shahih Al-Imam Al-Hafidl Abi IsaMuhammad At-Turmudzi, Juz I, 

Darul Fikri, Beirut, t.th. hal. 553 
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melaksanakan perintah Allah boleh dipukul sehingga ia mau 

melakukannya. Hal ini berlaku pula sebaliknya dalam hal melakukan 

perbuatan pidana. Apabila ia telah melakukan perbuatan pidana, 

maka ia boleh dihukum dengan hukuman pengajaran sehingga ia 

tidak melakukan perbuatan pidana lagi 

Dalam kaitannya dengan prinsip hukuman dalam hukum 

pidana Islam, maka setiap pidana yang dijatuhkan harus didasarkan 

pada upaya: 

a. Menuntaskan segala perbuatan untuk memelihara stabilitas 

keamanan. 

b. Memperbaiki perilaku terpidana agar tidak mengulangi lagi 

perbuatannya. 

Dengan demikian, hukuman yang dijatuhkan setiap 

jarimah harus diorientasikan pada upaya pencegahan dan 

mewujudkan kemaslahatan dan kedamaian dalam masyarakat. Yang 

dimaksudkan dengan pencegahan ialah segala upaya menahan atau 

menangkal pelaku tindak pidana untuk tidak menjadi residivis, 

sedangkan aspek perbaikan dan pendidikan pada hakikatnya 

terkandung makna rehabilitas.39 

Berdasarkan uraian diatas maka di dalam hukum pidana 

Islam terdapat beberapa prinsip: 

                                                 
39

Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, cetakan IV, 1990), 90 
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1. Tujuan hukum pidana (penjatuhan hukuman) untuk menentukan 

segala perbuatan untuk memelihara stabilitas keamanan, dan 

mempoerbaiki perilaku terpidana agar tidak mengulangi lagi 

perbuatannya, serta untuk melindungi korban. 

2. Bentuk-bentuk hukuman dapat dipilih sesuai dengan jenis 

kejahatan, ada tidaknya ampunan dari pihak korban. 

Seseorang dituntut pertanggungjawaban pidana akibat 

perbuatannya jika ia melakukan perbuatan tersebut disertai 

pengetahuan bahwa perbuatan tersebut terlarang (haram). Salah satu 

penyebab ketidaktahuan adalah kekurangan atau ketidaksempurnaan 

dalam berfikir, sehingga mereka tidak mampu memahami taklif 

(pembebanan). Orang-orang yang dapat dikelompokkan ke 

dalamnya adalah anak-anak, orang gila, orang yang sedang tidur, dan 

orang yang sedang mabuk.40 

Kaidah Pertama: Tentang hapusnya hukuman dari Anak, 

orang gila, dan orang yang sedang tidur. 

Para fuqaha sepakat bahwa syarat mukalaf adalah orang 

yang berakal dan memiliki kemampuan untuk memahami tuntutan. 

Sebab, taklif adalah tuntutan yang harus dikerjakan baik melakukan 

suatu perintah, meninggalkan suatu larangan, atau memilih. Oleh 

karena itu, orang yang tidak berakal seperti binatang dan benda mati, 

                                                 
40

 Dahlan, Abdul Azis, et al, Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 1, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 

1996), 231 
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tidak dikenai taklif. Sebab, mereka tidak akan mengerti apa yang 

seharusnya dilakukan dan ditinggalkan. 

Demikian juga anak kecil, orang gila, dan orang yang 

sedang tidur tidak memiliki kemampuan yang sempurna untuk 

memahami tuntutan. Mereka tidak mengetahui perbuatan apa saja 

yang harus dilakukan atau ditinggalkan. Mereka tidak tahu perbuatan 

mana yang mendatangkan siksa. Oleh karena itu, perbuatan apapun 

yang mereka lakukan harus dimaafkan atau tidak dikenai hukuman. 

Berdasarkan hal-hal tersebut dapat disusun sebuah kaidah, yaitu:  

بَتُِِتطَْتيَْمعِ ْٕ ٍِِِانْعُمُ ٍِِِانصّبيِِ ِعَ ٌِِِٔعَ ٕ ًُ جْ ًَ ٍِِِان عَ ِانُ بئِىَِِِٔ

ِ
Hukuman gugur dari (perbuatan jarimah yang dilakukan 

oleh) anak, orang gila, dan orang yang sedang tidur.41 
 

Namun demikian, hapusnya hukuman tersebut berkenaan 

dengan hak Allah, bukan hak hamba. Sebab, syari'at Islam 

memberikan perlindungan yang sempurna terhadap darah dan harta 

manusia. Hal ini sebagaimana terlihat dalam pemberian sanksi 

terhadap pelaku pembunuhan kekeliruan. 

Meskipun pembunuhan tersebut tidak sengaja, ia harus 

membebaskan budak dan membayar diyat kepada wali korban. 

Padahal Rasulullah saw telah menyatakan bahwa Allah memaafkan 

umat-Nya yang melakukan perbuatan jarimah karenan kekeliruan, 

                                                 
41

Jaih Mubarok, Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam), Bandung: Pustaka Bani 

Quraisy, 2004, 45. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

38 

lupa, dan dipaksa atau terpaksa. Oleh karena itu, apa yang dimaafkan 

oleh Allah adalah dosa terhadap-Nya. Sedangkan kesalahan terhadap 

manusia harus dipertanggungjawabkan secara perdata. Misalnya, 

anak kecil atau orang gila mencuri sesuatu yang melebihi nishab. 

Mereka tidak akan dikenai had potong tangan, sebab hukuman 

tersebut merupakan hak Allah. Akan tetapi, mereka berkewajiban 

untuk mengembalikan harta yang dicuri atau menggantinya bila 

rusak. 

Kaidah Kedua, Tentang Kesengajaan Anak dan orang Gila 

sama dengan perbuatan kekeliruan: 

ذِ  ًَ غِيْرُِِعَ ٌَُِِِِٔانص  ْٕ جُُْ ًَ ِكباَنخَطُِِّان

ِ
"Perbuatan sengaja anak keci dan orang gila sama dengan 

perbuatan kekeliruan."42 

 

Kaidah tersebut didasarkan atas ketidaksempurnaan akal 

yang dimiliki oleh anak kecil dan orang gila, sehingga perbuatan 

sengaja pun harus dianggap kekeliruan. 

Pandangan hukum pidana Islam terhadap kejahatan yang 

dilakukan oleh anak-anak merupakan sebabnya hapusnya hukuman. 

Artinya anak yang melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang, 

maka anak tidak dapat dipidana. Di dalam hukum pidana Islam, 

kondisi anak merupakan salah satu keadaan-keadaan hapusnya 

hukuman. 

                                                 
42

Jaih Mubarok, Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam), Bandung: Pustaka Bani 

Quraisy, 2004, 46 
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Anak yang berusia dibawah 7 tahun tidak dikenakan 

hukuman ataupun pengajaran. Namun jika anak berusia 7-15 tahun 

tidak dikenakan hukum tetapi dikenakan pengajaran. Jika anak 

berumur 15 tahun ke atas maka dapat dikenakan 

pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, dalam syari'at Islam 

diakui bahwa terhadap anak tidak harus dikenakan pidana, tetapi 

dapat dikenakan pengajaran (pembinaan).
43 

Jika kita menuntut uraian tentang pertanggungjawaban 

anak, bila anak tersebut melakukan tindak pidana (jarimah) , tampak 

ada kesesuaian dengan diversi, yaitu bagi pelaku anak yang berusia 

7-15 tahun, dimana mereka hanya dikenakan pengajaran dan tidak 

boleh dikenakan hukuman. Sanksi pengajaran ini sama dengan salah 

satu jenis program diversi. Selain itu dalam syari'at Islam, bahwa 

anak yang berumur 7-15 tahun atau 18 tahun tidak dapat dikenakan 

sanksi pidana, tetapi sanksi pengajaran, baik oleh orang tuanya atau 

pihak lainnya. Hal inilah yang dapat dinyatakan ada kesesuaian 

antara diversi dengan pelaku terhadap anak yang melakukan tindak 

pidana menurut syari'at Islam. 

 

B. Pertanggungjawaban Pidana Anak Menurut Hukum Positif 

1. Definisi Anak 

                                                 
43

Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh, Jakarta: Kencana, 2003, hlm. 34 
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Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak 

adalah keturunan kedua.44 Dalam konsideran UU No.23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah 

dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat 

harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.45 Lebih lanjut 

dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda 

penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan 

mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan 

eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. 

Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul 

tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang 

seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik 

fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan 

upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak 

dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta 

adanya perlakuan tanpa diskriminasi.46 

Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa pembuat 

undang-undang (DPR dan Pemerintah) memiliki politik hukum yang 

responsif terhadap perlindungan anak. Anak ditempatkan pada posisi 

yang mulia sebagai amanah Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki 

peran strategis dalam menjamin kelangsungan eksistensi negara ini. 

                                                 
44

KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) 
45

 Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 

80 
46

 Barda Nawawi Arief. Beberapa aspek kejadian penegakan dan pengembangan hukum pidana, 

(Bandung: CV Citra Aditama Sakti,1998), 76 
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Apabila kita melihat definisi anak sebagaimana diungkapkan diatas, 

kita dapat bernafas lega karena dipahami secara komprehensif. 

Namun, untuk menentukan batas usia dalam hal definisi anak, maka 

kita akan mendapatkan berbagai macam batasan usia anak 

mengingan beragamnya definisi batasan usia anak dalam beberapa 

undang-undang, misalnya: 

a. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mensyaratkan usia 

perkawinan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. 

b. UU No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak 

mendefinisikan anak berusia 21 tahun dan belum pernah kawin. 

c. UU No. 3 Tahun1997 tentang Pengadilan Anak mendefinisikan 

anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah berusia 

delapan tahun, tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah 

kawin. 

d. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan 

bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan 

belum pernah kawin. 

e. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan membolehkan 

anak bekerja 15 tahun. 

f. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

memberlakukan wajib belajar 9 tahun, yang dikonotasikan 

menjadi anak berusia 7 sampai 15 tahun. 
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Berbagai macam definisi tersebut, menunjukkan adanya 

disharmonisasi perundang-undangan yang ada. Sehingga, pada 

praktiknya di lapangan, akan banyak kendala yang terjadi akibat 

perbedaan tersebut.Mengacu pada Konvensi PBB tentang Hak Anak 

(Convention on the Right of the Child), maka definisi anak: "Anak 

berarti setiap manusia dibawah umur 18 tahun, kecuali menurut 

undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih 

awal". Untuk itu, UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

memberikan  definisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 

tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.47 

Hadi Supeno mengungkapkan bahwa semestinya setelah 

lahir UU Perlindungan Anak yang dalam strata hukum dikategorikan 

sebagai lex specialist, semua ketentuan lainnya tentang definisi anak 

disesuaikan, termasuk kebikajan yang dilahirkan serta berkaitan 

dengan pemenuhan hak anak.48 

 

2. Batas Usia Pertanggungjawaban Pidana terhadap Anak 

Batas usia anak memberikan pengelompokan terhadap 

seseorang untuk kemudian dapat disebut sebagai seorang anak. Yang 

dimaksud batas usia adalah pengelompokan usia maksimum sebagai 

wujud kemampuan anak dalam status hukum, sehingga anak tersebut 

                                                 
47

Widoyati, Sri, Anak dan Wanita dalam Hukum, (Jakarta: LP3ES, 1989), 102 
48

Suharto R.M., Hukum Pidana Materiil, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 88 

 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

43 

beralih status menjadi usia dewasa atau menjadi subyek hukum yang 

dapat bertanggungjawab secara mandiri terhadap perbuatan-

perbuatan dan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan anak itu. 

Dalam Undang-Undang Pengadilan Anak, batas usia 

pertanggungjawaban pidana ditentukan antara usia 8 sampai 18 

tahun. 

Dilihat dari aspek perkembangan psikologis, sebagaimana 

diungkapkan para ahli, pada umumnya telah membedakan tahap 

perkembangan antara anak dan remaja secara global masa remaja 

berlangsung antara usia 12 sampai 21 tahun. E.J. Monks dan kawan-

kawan mengungkapkan istilah pemuda, yaitu suatu masa peralihan 

antara masa remaja dan masa dewasa. Begitu juga pendapat Kartimi 

Kartono, ia mengatakan bahwa seseorang baru memiliki sikap yang 

logis dan rasional kelak ketika mencapai usia 13-14 tahun. Pada usia 

ini emosionalitas anak jadi semakin berkurang, sedangkan unsur 

intelektual dan akal budi (rasio-pikir) jadi semakin menonjol.49 

UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak memberikan batas pertanggungjawaban anak yang berkonflik 

dengan hukum, yaitu bagi anak yang masih berumur kurang dari 12 

tahun hanya dikenai tindakan, sedangkan bagi anak yang telah 

                                                 
49

 Sambas, Nandang, Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia,(Yogyakarta: Graha 

Ilmu, 2010), 29 
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mencapai umur 12 tahun sampai 18 tahun dapat dijatuhi tindakan 

pidana. 

Sementara itu bagi anak yang belum berumur 12 tahun 

melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka penyidik, 

Pembimbing Masyarakat, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil 

keptutusan untuk: (a) menyerahkannya kembali kepada orang 

tua/wali, atau (b) mengikutsertakannya dalam program pendidikan, 

pembinaan, dan pembimbingan di Instansi Pemerintah atau Lembaga 

Penyelenggara Kesejahteraan Sosial di instansi yang menangani 

bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, 

paling lama 6 bulan. 

Selain itu disebutkan juga dalam Pasal 32 ayat (2): 

"Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat 

sebagai berikut: (a) Anak telah berumur 14 tahun atau lebih, dan (b) 

di duga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 

tahun atau lebih".
50

 

 

3. Pertanggungjawaban Pidana Anak Menurut Hukum Positif 

Hukum pidana positif memandang bahwa seorang anak 

ketika melakukan perbuatan yang melanggar hukum itu dapat 

                                                 
50

 Lihat UU nomor 11 tahun 2012 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

45 

dipidanakan jika perbuatan tersebut mengandung beberapa unsur 

yakni51: 

a. Perbuatan yang dilakukan oleh anak-anak 

b. Perbuatan itu melanggar aturan atau norma 

c. Perbuatan itu merugikan bagi perkembangan si anak tersebut. 

Ketiga unsur itu harus dipenuhi untuk dapat diklasifikasikan 

sebagai suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak. 

1) Pidana dan Tindakan 

Pada Pasal 71 UU Sistem Peradilan Pidana Anak 

(SPPA) ditentukan bahwa pidana pokok bagi anak terdiri 

atas: 

a) Pidana peringatan, yakni pidana ringan yang tidak 

mengakibatkan pembatasan kebebasan anak. 

b) Pidana dengan syarat: 

i. Pembinaan di luar lembaga. 

ii. Pelayanan masyarakat, atau 

iii. Pengawasan 

iv. Pelatihan kerja 

v. Pembinaan dalam lembaga 

vi. Penjara 

Selain itu juga terdapat pidana tambahan yang terdiri 

atas perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana 
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atau pemenuhan kewajiban adat. Apabila dalam hukum 

materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, 

pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Hal yang 

ditekankan juga bahwa pidana yang dijatuhkan kepada anak 

dilarang melanggar harkat dan martabat anak. 

Anak dijatuhi pidana di Lembaga Pemasyarakatan 

Khusus Anak (LPKA) apabila keadaan dan perbuatan anak 

akan membahayakan masyarakat. Pidana penjara terhadap 

anak ini hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Adapun 

pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 

1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi 

orang dewasa. 

Untuk pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai 

anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Sementara itu, jika 

tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana 

yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur 

hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling 

lama 10 (sepuluh) tahun. 

Sementara itu, untuk tindakan kepada anak meliputi: 

a. Pengembalian kepada orang tua/wali 

b. Penyerahan kepada seseorang 

c. Perawatan di rumah sakit jiwa 

d. Perawatan di LPKS 
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e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan 

yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta. 

f. Pencabutan surat izin mengemudi 

g. Perbaikan akibat tindak pidana 

Tindakan tersebut dapat diajukan oleh Penuntut 

Umum dalam tuntutannya, kecuali tindak pidana diancam 

dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun. Dalam 

UU Sistem Peradilan Pidana Anak ini ditentukan bahwa anak 

yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat 

dikenai tindakan.52 

2) Diversi 

Diversi menurut Undang-Undang nomor 11 tahun 

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 7 ayat (1) 

wajib diupayakan diversi sejak pada tingkat penyidikan, 

penuntutan dan pemeriksaan perkara di sidang pengadilan 

negeri, sedangkan tindak pidana yang dapat di upayakan 

diversi menurut ayat (2) adalah: 

a) Tindak pidana yang  ancaman pidananya di bawah 7 (tujuh) 

tahun; 

b) Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.  

Konsep diversi didasarkan pada kenyataan bahwa 

proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana 
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melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan 

bahaya daripada kebaikan. Alasan dasarnya yaitu pengadilan 

akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atau tindakan 

yang dilakukannya seperti anak dianggap jahat, sehingga lebih 

baik untuk menghindarkannya keluar dari sistem peradilan 

pidana. 

Para pemangku hukum dalam melakukan diversi 

menurut pasal 8 ayat (3) harus memperhatikan: a. Kepentingan 

korban; b. Kesejahteraan dan tanggungjawab anak; c. 

penghindaran stigma negatif; d. Penghindaran pembalasan; e. 

Keharmonisan masyarakat; f. Kepatutan, kesusilaan dan 

ketertiban umum. 

Menurut pasal 9 ayat (1) harus mempertimbangkan:  

a) Kategori tindak pidana; 

b) Umur anak; 

c) Hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; 

d) Dukungan  li.ngkungan keluarga dan masyarakat.  

Pada penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf a yaitu pada 

kategori tindak pidana, dijelaskan bahwa ketentuan ini 

merupakan indikator bahwa semakin rendah ancaman pidana 

semakin tinggi prioritas Diversi. Diversi tidak dimaksudkan 

untuk dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidana yang serius, 
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misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, dan 

terorisme, yang diancam pidana di atas 7 (tujuh) tahun. 

Diversi disebut juga sebagai proses pelimpahan anak 

yang berkonflik dengan hukum dari sistem peradilan pidana ke 

proses informal seperti mengembalikan kepada lembaga sosial 

masyarakat baik pemerintah atau non pemerintah.53 

Dalam pasal 2 UU SPPA menyatakan bahwa 

perlindungan anak dimaksudkan untuk melindungi dan 

mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak 

dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta 

memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan 

akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang 

mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, 

keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. 

Perlindungan anak juga meliputi kegiatan yang 

bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang 

membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis. Dalam hal ini 

proses peradilan dan penjara bisa membahayakan anak secara 

fisik dan psikis. 

Diversi dalam Islam disebut juga sebagai Asas 

penundaan hukuman. Penundaan penjatuhan hukuman jika 
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ternyata bukti-bukti yang diperoleh tidak meyakinkan hakim, 

atau bahkan hakim dapat menggugurkannya karena tidak 

terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana (jarimah). Untuk 

menentukan ada tidaknya unsur pidana dalam fiqih dikenal 

adanya "thuqurul itsbat", yakni sarana yang digunakan untuk 

menentukan adanya suatu jarimah yang meliputi ikrar, saksi, 

sumpah, dan petunjuk. 

Imam Syafi'i menyebutkan bahwa setiap hakim 

dapat memutuskan perkara yang hanya didasarkan pada 

pengetahuan dan keyakinan hakim, kecuali untuk perkara 

pidana yang dikhawatirkan pengetahuan dan keyakinan yang 

dimiliki akan dijadikan sebagai pembenar untuk mendzalimi, 

memfitnah dan membunuh seseorang tanpa alasan yang 

menurut hukum.54 
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